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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Atau apakahi manusia akgn mendapat segala yang dicita-citanya? (Tidak) makg fanya bagi

Allaki kehidupan akfiirat dan Kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malaikat 4i langst,

syafaat merekg sedikjtpun tiaak berguna Kecuali sesudal All:h meagizinkan bagi orang yang

dikghendafi dan dGiridlioiNya)"

(Q.S. An Najm : 24 — 26)

Kupersembalikan karya kecil ini kepada :

Rabb-Ry; Allah SW1

ﬂyaliam;b (Almarfum) dan I6unda tercinta...

Kakak:kakakfu tersayang, beserta malaikat-malaikat Kecifya. . .
Calm isteriku kelak,.

Safiabat-sahabat terbaiffy...

Abmam 1:eriy,

Sebagai ungkapar: rasa syukyr dan 6akyiky Rarena telali menjadikan fiidupky lebifi bermakna...
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BABI
PENDAIULUAN

A. Latar Belakang,

Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu menginginkan adanya perubahan
atas lingkungan dan scgala aspek yang melingkupi dirinya untuk kearah yang lebih
baﬂ.c dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran
dari kedinam.san manusia scbagai mahluk sosial, dimana dalam perjalanan hidupnya
masnusia dihadapkan pada persoalan-perscalan yang berbeda dan semakin kompleks
dari waktu-kewaktu. Kedinamisan yang dimiliki manusia tadi akan menciptakan
penemuan-penemuan baru.

Pesatnya penemuan-penemuan tcknologi medern, mengalfibalkan terjadinya
perubahan-perubahan yang sangat cepat didalam kehidupan sosial budaya manusia.
Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh
teknologi dan modernitas. Disaniping manusia menjadi  semakin - mampu
menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, sebagai
konsekuens! dari makin cepatnya pencrapan teknologi modern itu.

Sciring dengan kebebasan manusia untuk melaknkan sesuatu atas dirinya serta
banyaknya masalah juga perubahan yang terjadi akan mendorong manusia untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan

terhadap nusa bangsa dan agama. Uniuk itu, diperlukar suatu aturan-aturan yang akan



melindungi  masyarakat  dari  perbuatan-perbuatan  yang tidak  dapat
dipertanggungjawabkan.

Keberadaan hukum pidana dalam hubungannya dengan perlindungan
masyarakat dari kecjahatan serta bahaya yang ditimbulkan didalamnya berkaitan
dengan fungsi subsidair dari hukum pidana yaiw pidana hendaknya baru
dipergunal n apabila upaya-upaya lain yang diperkirakan kurang memberi hasil yang
meinuaskan, jadi hukum pidana mcrupakan upaya terakhir atau sejata pamungkas
(ultimum remidium).

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan satu pidana, apakah oang yang melakukan p~rbuatan kemudian juga dijatuhi
pidana. Scbagaimana tclah diancamkan, ini tergantung daé soal apakah dalam
melakukan perbuatan ini dia mempunyai permasalahan. Sebab azas dalam
pertanggungjawaban dalam tukum pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan (gen straf zonder sc.uld; actus non facit reum nisi mens sir rea). !

Pertanggungjawaban pideaa didalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori
yaitu:

a. Aliran Monistik

Didalam aliran ini antara peibuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila si pelaku tindak

pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu

1. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, Hlm 153
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langsung d: pat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan
apakah pelaku tindak pidana itu mampu bc rtanggungjawab atau bersalah.
b. Aliran Dualistik

Didalam aliran ini, walupun si pclaku tindak picana tersebut telah memenrihi
unsur perbuatan pidanan yang ia lakukan, namun kepada si pelaku ini masih harus
dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bcrizmggungjawnb atau
tidak. ?

Pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang pidana lain yang dibentuk oleh
pemerintah  kita, ternyata tidak ditemukan definisi  tentang delik dan
pertanggun:;jawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tercebut menguraikan
unsur delik-delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal KUHP yang hanya menyebut
kualifikasi delik. Didalam pasal-pasal KUHP, buku II dan I1I ditemukan unsur-unsur
delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur-baur sehingga para ahli
yang harus membedakan unsur keduanya. Disini daput dilihat, bahwa pembuat KUHP
dan undang-undang pidana menganut pandangan monistik tentang delik sehingga
dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pcnﬁidanaan dipersamakan dengan delik.

Berdasarkan uraian fliatas, sudah jelas bahwa setiap perbuatan dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur
kesalahan, begitu juga dalam duni: pers. Dalam dunia pers, Sejak runtuhnya renzim

orde baru dan berganti dengan reforinasi banyak mengalami perkembangan yang -

2 Rd. Moehamad Ichsan, SH., “Diktat: Resume Perkulizhan Hukum Pidana®. Palembang. Him 43



Melahirkan euforia bahkan liberalisasi calam sejarah demokrasi di Indonesia yang
melibatkan selwub elemen nasional yang harus menyesuaikan diri dengan
perkembangan era reformasi, hal itu aniara lain dicermikan oleh munculnya sikap
arogansi sebagian komunitas pers yang benar-benar teriiesan betapa sangat bebasnya
pers Indonesia. Begitn bebas dan merdcka pers schingga munculnya media massa
terutama pada lingkungan media massi cetak maupun elektronik. Pers kadang-
kz;dang kurang sangup mengendalikan diri dalam menyajian berita sehingga
dampaknya seringkali merugikan dan monyinggung pihak lain, adapun untuk berita
yang berdampak fatal kemungkinan diduga telah mencemarkan nama baik, untuk itu
perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena mengandung
unsur kesalahan.
Saat ini konstitusi memang melarang interpensi dari bentuk apapun dari

pemerintah dan lembaga-lembaga publik terhadap kehidupan pers nasional. *
seperti pada pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang
memberi jaminan kebebasan pers, yaitu :

[. Kemerdekaan pers dijamin scbagai hak asasi warga negara

2. Te adap pers nasional tidak dikenalkan penyensoran,  pembredelan atau

larangan penyiaran

Tz'mmm Azz.n.m dalam Tiibta Lesmana., Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antar
Indonesia dan Amerika, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, him xii-xiii



3 Untuk m:njamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperolch dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di  depan, wartawan
mempunyai hak tolak
Walaupun demikian tetap saja ada masalah dengan kebebasan pers dalam
kaitannya :lengan hak-hak masyarakat. 'Jntuk itu dibutuhkan kescimbangan antara
kepentingan indi.vidu dalam masyarakat dengan kepentingan pers, tetapi selain hak
ada juga kewajiban pers, artinya selain pers dilindungi hak dan kebebasanya untuk
menyiarkan informasi, tetapi pers juga harvs menjunjung tir 7gi kewajiban sosialnya,
inilah yang menjadi batas dari kebebasan pers.
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perkara pencemaran nama baik di

Indonesia yaitu :

—

Tomy Winata Lawan Majalah Tempo

o

Tomy Winata Lawan Koran Tempo

3. Texmaco Lawan Koran Tempo

4. Akbar Tandjung Lawan Rakyat Merdeka
5. Humanika Lawan Majalah Tempo

6. Maulani Lawan Sriwijaya Post

7. Texmaco Lawan Kompas

8. Wiranto dkk. Lawan Jawa Post

9. Somasi TNI Kepada 7 he Washington Post



Dari sembilan kasus diatas hanya 3 kasus yang akan dibahas antara lain Tomy Winata
lawan Majalah Tempo, Akbar Tandjung lawan Rakyat Merdcka dan Maulani lawan
Sriwijaya Post. Dimana dalam ketiga kasus terscbut divonis pidana penjara.

Masalah menjadi dilema ketika pers menyajikan informasi publik sebagai
pengontrol sosial tetapi dilain pibak ada individu atau beberapa kelompok individu
yang merasa dirugikan atas penyajian informasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis tugas akhir
dengan judul “ Analisis Pertanggungjawaban Pdana Tentang Pencemaran Nama Baik

yang Dilakukan Oleh Media vassa Cetak”.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar beiikang diatas, maka masalah yang akan dibahas penulis
adalah :
1. Bagaimanakah pertanggu: gjawaban pidana tentang pencemaran nama baik
yang dilakukan oleh media massa cetak?
2. Apakah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang

Pers,sehingga dalam penan ranan perkara pencemaran nama baik lebih

menggunakan KUHP?



3 Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari,

memperoleh dan menvebarluaskan gagasan dan informasi.
Dalam  mempertangoungjawabkan  pemberitaan  di depan, wartawan
mempunyai hak tolak

Walaupun demikian ietap saja ada masalah dengan kebebasan pers dalam

kaitannya dengan hak-hak masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keseimbangan antara

kepentingan individu dalam mas-arakat dengan kenentingan pers, tetapi selain hak

ada juga kewajiban pers, artinya selain pers dilindungi hak dan kebebasanya untuk

menyiarkan informasi, tetapi pers juga harus menjunjung tinggi kewajiban sosialnya,

inilah yang menjadi batas dari kebebasan pers.

Berikut ini adalah beberapa contoh kastis perkara pencemaran nama baik di

Indonesia yaitu.:

1.

2,

Tomy Winata Lawan Majalah Tempo
Tomy Winata Lawan Koran Tempo
Texmaco Lawan Koran Tempo

Akbar Tandjung Lawan Rakyat Merdeka
Humari':a Lawan Majalah Tempo
Maulani '.awan Sriwijaya Post
Texmaco Lawan Kompas

Wiranto dkk. Lawan Jawa Post

Somasi TNI Kepada The Washington Post



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Pertanggungjawgban pidana tentang pencemaran nama
baik yang dilakukan oleh media massa cetak
2. Untuk Mengetahui Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999
tentang }‘;crs, schingga dalam penanganan kasus pencemaran nama tail lebih

menggunakan KUHP

2. Kegunaan Penclitian
a. Secara Teoritis
Penelitian iai diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi dunia
hukum, khususn*a hukum pidana dalam pertangpung jawaban pidana tentang
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak menurut Undang-
Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pers dan KUILIP,
b. Secara Praktis
Peneilitian ini diharapkan dapat mcmberikan wawasan khususnya bagi penulis
juga bagi para praktisi hukum dalam nengetahui pertanggung jawaban pidana
tentang pencemaran nama baik yang filakukan oleh media massa cetak dan

memberikar informasi bagi masyarakat unium dengan penulisan tersebut.



D.- Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu acnan yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengidentifikasi terhadap dimensi sosial :-ang dianggap relevan oleh peneliti. 4

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamir: kemerdekaan berserikai dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengar lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media
massa cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk
mc;.ngeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersetut agar pres berfungsi secara
maksimal s:bagaimana diamanatkan pa:al 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka
perlu di bentuk Undang-Undang Dasar ter:tang pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu
perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Flemokralis. Dalam
kehidupan yang demokratis itu pertanggung jawabkan kepada rakyat terjamin, sistcm
penyelenggaraan ncgara yang transparan berfungsi serta keadilan dan kebenaran
terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk rmaencari dan menyampaikan
informasi " 1ga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin
dengan Ketetapan Majelis Hak Asasi Manusia yang dijamm dengan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia antara lain vang menyatakan bahwa setiap orang  berhak

* Soejono Sockanto dan Sri Mamudii. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 2001 .



berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan
Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :
“ Setiap orang herhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;

dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk

mencari, menerima dan menyampaikan iaformasi dan buah pikiran melolui med.a

n . . (1]
apa saja dan dengan tidak memandang ba’as-batas wilayah™.

Kebebasan pers yang begitu besar di era reformasi juga tercermin dari
substansi undang-undang tentang pers yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999,
dalam undang-undang tersebut hanya tiga delik pers yang diatur (pasal 5 ayat 1) yaitu
delik pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga takbersalah. 8

Ekses kebcbasan pers yang sangat besar, bahkan cenderung kebablasan
terhadap pembritaan akan menjadi masezlah ketika ada seseorang atau pihak lain
dir.ugikan atas pemberitaan sehingga pecbuatan yang dilakukan oleh pelaku pers
tersebut dik: tegorikan sebagai tindak pidaa pers.

Pertanggungjawaban pidana juga menganut perundang-undangan yang
berlaku, seperti tercantum dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang pers, yaitu berlakunya KUHP dan ir.i menjadi batasannya.

Pertanggung jawaban pidana tentang pencemaran nania baik dalam pers diatur
dalam 310 dan 311. Serta pertanggung jawaban pidana bagi k;:jahatan pers diatur

dalam buku I Bab V Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penycrtaan atau deelnerming

5 . . . -
' Tim Redaksi Nuansa Aulia. Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang
Penyiaran dan Pers, Bandung, 2005 him 193-194,

% Tjipta Lesmana, 2005, Op Cit, Him 190-191.



-

Dalam delik ini terlibat beberapa orang sekaligus yaitu dimulai dari mereka yang
terlibat dalam.proses penulisan sampai pcnerbitan maupun percelakan.7

Sifat melawan hak dari perbuatar mereka dihubungkan dengan pelaku-peiaku
lainnya, namun dari strategi pertanggung jawaban  pidana, tiap-tiap pelaku
dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri menurut sifat batinnya masing-masing
berhubungan dengan apa yang diperbuatnrya.®
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok
permasalahan adalah :
a. Secara Yuridis Normatif

P dekatan secara yuridis normatif ini adalah pendekatan dengan cara
mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana tentarg pencemaran nama baik yang
dilakukan media massa cetak dengan mempelajari, meaeliti peraturan perundang-
undangan, asas-asas, tcori-teori dan kcnsep-konsep berhubungan dengan penulisan.

(/~b. Secara Yuridis Empiris

Pendckatan secara vurisis empiris adalah pendekatar yang dilakukan untuk

mempelajari hukum dari kenyataan-kenyataan yang ada dun berhubungan dengan

penulisan skrispi ini.

Tji.pta Lesmana, Pencemara.. Nama Baik dan Kebebasan Pers antar Indonesia dan Amerika,
Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, him 149-150

4 :
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana : in Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Batu, Jakarta, 1981
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2. Sumber dan jenis Data
Data dalam penelitiaﬁ ini diperoleh melalui sumber yang dibagi dalam dua
jenis, yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang dalam
penulisan ini didapat melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait
seperti jaksa penuntut umum, hakim, polisi dan juga insan pers.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang merupakan bahan buku penelitian yuridis
normatif yang terdiri dari bahan umum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier.
1. Data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-
undangan vaitu:
a. Undang- Undang Dasar 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
¢. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Jo Undang-Undang
Nomor 11 tentang ketentuan pokok pers Jo Undang-Undang Nomor 21
tentang ketentuan pokok pers
d. Rancangan KUHP (Depertemen Hukum dan Perundang-undangan)
2. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku, literatur-literatur, karya
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ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas dalam penulisan ini

3. Data sekunder berupa bahan hukum tertier yaitu berupa bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan

sekunder terdiri dari kasus-kasus, buku-buku, kamus, jurnal.

3. Penentuan Populasi dan sampel

Penulis dalam melakukan penelitian ini penentuan populasinya adalah pihak-
pihak yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir penulis. Adapun prosedur
sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu suatu metode
pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel
berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan dan
dalam penelitian ini penulis menetapkan responden sebanyak empat orang, yaitu :

a. Hakim di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 A =1 orang

b. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang =1 orang
c. Polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia =1 Orang
d. Wartawan =1 Orang
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4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)
Penelitian kepustakan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca,
mencatat, mengutip dan menganalisa peraturan yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas.

b. Penelitian lapangan (Field Reseach)
Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para responden

yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya.

S. Analisis Data

Data-data yang diperoleh, kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan
metode deskriptif kuantitatif, artinya data yang telah terkumpul diselesaikan
berdasarkan kualitasnya menjadi satu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya
Jawaban dari permasalahan dari penelitian ini disusun dengan menggunakan metode
induktif, yakni menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal yang
bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari jawaban permasalahan

pertanggung jawaban pidana terhadap pencemaran nama baik vang dilakukan oleh

media massa cetak.
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